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PUTUSAN
Nomor 186/Pdt.G/2024/PA Krs
AT .
PSS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak
antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Juni 1990, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XxxX, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Jl.H.Juanda RT.005 RW.006 Kelurahan Patokan
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXKK XXXXX XXXKKK XHOOXXXXXXK X XXXXXXXXKK
XXXXX XXXXXX  XXXXKK XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXX
XXXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 12 November 1999, agama
Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXxX, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Jl.H.Juanda RT.005 RW.006 Kelurahan
Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Januari 2024
mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 11

Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26

Februari 2019 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
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Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0061 / 23 / 1l / 2019, tanggal 26 Februari 2019 dengan status Pemohon
jejaka dan Termohon perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama
dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun 9 bulan dan
terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jl.H.Juanda
RT.005 RW.006 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten
Probolinggo, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad
dukhul) dan sudah dikaruniai anak perempuan bernama Hikmah Muvidah,
lahir di Probolinggo tanggal 26 Januari 2020;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak tanggal tahun 2021 yang lalu Pemohon
memberikan uang SPP (infag TPQ) untuk adiknya yang ada di Paiton
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupuah) kemudian Termohon meminta
lagi uang tersebut karena Termohon mendengar kalau uang SPP (infaq
TPQ) untuk adiknya tersebut digratisnya oleh TPQ nya karena ada
kekurangan dalam fisiknya, sehingga Pemohon menasehati Termohon
akan tetapi Termohon tidak menerima nasehat Pemohon sehingga terjadi
perselisihan dan pertengkaran, tapi Pemohon tetap bersabar demi menjaga
keutuhan rumah tangga;

4. Bahwa perselisinan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus
berlanjut yang puncaknya terjadi pada bulan April 2023 yang lalu mengajak
anak Pemohon bersilaturrahim kerumah neneknya (orang tua Pemohon) ke
Desa Petunjungan kecamatan Paiton akan setelah sampai di di Paiton
Termohon berkali-kali menelpon Pemohon untuk segera membawa pulang
anaknya, hal itu membuat Pemohon marah dan bagaima perasaan orang
tua Pemohon pada saat itu, akhirnya Pemohon dan anaknya terpaksa
segera pulang dan meneesati Termohon lagi agar tidak melalkukan hal
seperti itu lagi, tetapi nasehat Pemohon tidak diterima sehingga terjadi
pertengkaran ;

5. Bahwa sejak kejadian itu akhirnya Pemohon keluar dari rumah tersebut dan
pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Petunjungan Kecamatan
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Paiton, sampai saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang
lebih 8 bulan;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan
Termohon dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga
Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana
ketentuan dalam Undang-Undang nomor: 1 Tahun 1974 tentang
pernikahan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak
tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon,
oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);

3.  Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai
dengan Termohon, tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil

pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
Bahwa di depan sidang telah dibacakan surat pemohonan Pemohon
yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:
A. SURAT
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0061 / 23 / 1l / 2019 Tanggal 26
Februari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kraksaan Kabupaten
Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);
B. SAKSI
1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXxX, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

— Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Hikmah Muvidah, lahir di
Probolinggo tanggal 26 Januari 2020;

— Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jl.H.Juanda
RT.005 RW.006 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo;

— Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;

— Bahwa saksi mendegar cerita dari Penggugat saat Pemohon dan
Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan
Pemohon memberi uang ke adik Pemohon sendiri, namun diambil
kembali oleh Termohon serta Termohon suka melawan/berani

kepada Pemohon;
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— Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal sekitar 8 bulan yang lalu, dan selama itu pula mereka sudah
tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

— Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan
lagi;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
— Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

— Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah dan telah dikaruniai anak bernama Hikmah Muvidah, lahir di
Probolinggo tanggal 26 Januari 2020;

— Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jl. H. Juanda
RT.005 RW.006 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo;

— Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021

— Bahwa saksi mengetahui, karena saksi mendengar cerita dari
Penggugat saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan Termohon suka melawan/berani
kepada Pemohon;

— Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal sekitar bulan April tahun 2023, dan selama itu pula mereka
sudah tidak pernah saling mengunjungi;

— Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan
kembali lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya

sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain

yang akan diajukannya;
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Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya
tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama
Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no
50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Kraksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Termohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat
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ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab
Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi:
AV el b g b Dl s o Sla ) 22 0
Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang
dhalim, dan gugurlah haknya’;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak
adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon memberikan uang SPP (infaq
TPQ) untuk adiknya yang ada di Paiton sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupuah) kemudian Termohon meminta lagi uang tersebut karena Termohon
mendengar kalau uang SPP (infaqg TPQ) untuk adiknya tersebut digratiskan
oleh TPQ nya karena ada kekurangan dalam fisiknya, sehingga Pemohon
menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak menerima nasehat
Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Pemohon tetap
bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, puncaknya terjadi pada bulan
April 2023 yang lalu mengajak anak Pemohon bersilaturrahim kerumah
neneknya (orang tua Pemohon) ke Desa Petunjungan kecamatan Paiton
setelah sampai di Paiton Termohon berkali-kali menelpon Pemohon untuk
segera membawa pulang anaknya, hal itu membuat Pemohon marah dan
bagaimana perasaan orang tua Pemohon pada saat itu, akhirnya Pemohon dan
anaknya terpaksa segera pulang dan menasehati Termohon agar tidak
melakukan hal seperti itu lagi, tetapi nasehat Pemohon tidak diterima sehingga
terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat
didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
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akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 26
Februari 2019 dan telah tercatat di KUA Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan
Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi
tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai
ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mengambil
kembali uang yang telah diberikan Pemohon kepada adik Pemohon serta
Termohon suka melawan/ berani kepada Pemohon dan berlanjut dengan pisah
tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 8 bulan
yang lalu, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil
yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai
keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu
Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon
namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merkunkan
Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi
saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada
tanggal 26 Februari 2019 dan tercatat di KUA Kraksaan Kabupaten
Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai
anak bernama Hikmah Muvidah, lahir di Probolinggo tanggal 26 Januari
2020;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan
Pemohon memberi uang ke adik Pemohon sendiri, namun diambil kembali
oleh Termohon serta Termohon suka melawan/berani kepada Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April
tahun 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama 8 bulan yang lalu;

6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi
saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak
berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk
mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga
yang disebabkan Pemohon memberi uang ke adik Pemohon sendiri, namun
diambil kembali oleh Termohon serta Termohon suka melawan/berani
kepada Pemohon;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8
bulan yang lalu sampai saat ini telah berlangsung selama 8 bulan yang lalu
dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali
hidup rukun sebagai suami istri;
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3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil
menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

e e A OB Ol e
Artinya “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
pemohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raji tersebut
memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan
dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Kraksaan;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19
Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
Ketua Majelis,
Dra. Siti Rohmah, M.Hum.
Hakim Anggota | Hakim Anggota |l
Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Rininda, S.H.
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Perincian biaya :
Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 440.000,00
PNBP Rp 10.000,00

Sumpah Saksi Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 700.000,00
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